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ESDM Klaim Kantongi Izin,
DPPKAD Diminta Pro Aktif

Tambang
Galian C

PALU, MERCUSUAR —
Kepala Dinas Energi Sumber
Daya Mineral (ESDM) Kota
Palu, Musliman Malappa
‘mengklaim jika perusahaan
‘penyuplai material di lokasi
reklamasi pantai Talise men-
gantongiizin dari Pemerintah
Kota (Pembkot) Palu.
Musliman menjelaskan
‘Dbahwa berdasarkan surat

DM /2013
tertanggal 17 Juli 2013, CV
Trimitra Sejati, milik Jafri
Yaury yang juga selaku Di-
rektur P1'Properti Investama
(¥PL) diberikan izin untuk
‘melakukan ekploitasi mate-
sial di Kelurahan Tipo diatas
Iahan seluas 27,04 hektar.

“Perusahaan yang men-
yuplay material ke lokasi
veklamasiyakni CV. Tri Mitra
Sejati telah mengantongi
7in pertambangan galian C.
Tidak adalagi dasar orang
‘mengatakan bahwa kegiatan
perusahaan itu illegal dan
tidak memiliki izin,” ujar
Musliman.

Menurut dia, sebelum-
nya pada tahun 2014 pihals
ESDM telah mencabut 11izin
pertambangan yang tidak
memenubi syarat di Kota
Palu. Satu diantaranya juga
merupakan izin perusahaan
tambang milik CV. Tri Mitra
Sejati. Namun sesungguh-
nya perusahaan tersebut
memiliki dua izin yakni zin
galian C dan izin B atau emas
dan yang telah di cabut yaita
Tzin Usaha Pertambangan
(IUP) Nomor 543/1120/PU

ESDM /2010 untuk tambang
emas, sementara tambang
galian Cidak d

Dinas Pendapatan Pen
gelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah (DPPKAD) Kota Palu
Katadiaseharusnya lebih pro
akiif jika memang benar pe-
rusahaan penyuplai materian
galian C tidak menyetorkan
‘pajak kepada Pemkot Palu.
Sebabkewenangan mengenai
pajak dan retribusi adalah
tupoksi dari DPPKAD, se-
‘mentara untuk izinnya ada
di ESDM Kota Palu.

Pejabat (P)) Walikota Palu,
H Moh. Hidayat Lamakarate
sebelumnya membenarkan
jika perusahaan penyupla
‘material memiliki izin day
Pemkot Palu

“Tidak munghin pengelola
Derani melakukan reklamasi
jika tidak ada dasar. Dan

bila itu terjadi mereka harus
menerima konsekuensi hu-
kum karenatelahmelanggar,
namunkenyataannyamereka
memegang izin yang dikelu-
arkan oleh pemerintah Kota
yang ditandatangani oleh
Walikota sebelumnya bapak
Rusdy Mastura,” ungkap

Hidayat, Hidayat mengata-

kan bahwa dirinya secara
langsung melihat izin yang
dimiliki oleh pihak pengelola
reklamasi yang dikeluarkan
oleh Pemkot. Terkait kebe-
naran izin itu nanti dikaji
kembali

Berdasarkan surat Waliko-
ta Palu, H Rusdi Masturaten-
tang Izin Pelaksanaan Rekla-
masi nomor : 520/3827/Dis-
perhutla, yang dikeluarkan
kepada pihak pemohon PT
YPI tertanggal 23 Desember
2013, reklamasi akan me-

nimbun laut Pantai Talise
Juas 38,33 hekiar, dengan
jangka waktu pelaksanaan
Selama 5 (lima) tahun, ter-
hitung sejak 23 Desember
2013 23 Desember 2018
Perusda Kota Palu, melalui
anak perusahaannya Palu
Properti Sejahtera (PPS) me-
nyebutkan, bahwa diatas ka-
‘wasan reklamasi seluas 38,33
hektar tersebut nantinya
akan dibangun pusat bisnis
dan sarana wisata terbesar
dan termegah, seperti Mall,
botel, ruko, apartemen, pusat
rmainan hingga kuliner.
Dimana pihak perusahaan
pelaksanan membutuhkan
material sebanyak 1.823.700.
m3 timbunan padat yang
akan diambil dari Kelurahan
Kalora, Silae, Watusampu,
Tondo, Kawatura, Sungai
Palupi dan Tipoams
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




